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KATA PENGANTAR

Puyji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas limpahan Rahmat, Taufigq dan Hidayah-Nya, dokumen
Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 dapat terselesaikan dengan
baik dan optimal.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 merupakan dokumen
rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode
3 (tiga) tahunan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026
digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan pada periode
transisi agar program dan kegiatan tetap berjalan berkelanjutan. Renstra
mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu-isu strategis, tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam
Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara
Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Bapelitbangda dan
pemangku kepentingan terkait.

Kami menyadari bahwa Renstra Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Probolinggo ini masih jauh dari sempurna baik materi
maupun penyajiannya, untuk itu diharapkan masukan, saran, dan kritik
yang sifatnya membangun untuk bahan perbaikan selanjutnya dan
semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat dan gambaran bagi semua

pihak yang menggunakannya.

Probolinggo, Maret 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENAMGGULANGAN BENCANA DAERAH
£ BRESNN PROBOLINGGQ

Ir. RACHMAD WALUYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630517 199103 1 008
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BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 2.2 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam

Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pemangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah
Otonom Baru, mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang
masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun
dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi Penjabat (Pj) Bupati
untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Probolinggo
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2024-2026.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;




Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tanbahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);




T

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi jawa
Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 5 Seri D) sebagimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);




14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016
Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);

17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo
Tahun 2023 Nomor 18 Seri G)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang

Menetapkan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi
Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada
Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2024-2026.




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

& W

(1)

(2)

Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Bupati adalah Bupati Probolinggo.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai
landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan,
terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 dengan pelaksanaan
lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

Kepala BAPELITBANGDA adalah Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten
Probolinggo.

BAB II
RENSTRA PD

Pasal 2
Renstra PD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Probolinggo Tahun 2024-2026 dan diselaraskan dengan pencapaian sasaran,
program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta Renstra Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Timur.
Jangka waktu efektif pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan penyusunan

Rencana Kerja Perangkat Daerah serta alat evaluasi kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.




(1)

(2)

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 4
Sistematika Renstra PD disusun sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BABIII : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BABIV : TUJUAN DAN SASARAN
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BABVI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

Penjabaran Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 5
Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra PD.
Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil
pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui
Kepala BAPELITBANGDA.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal M L0OLE
W. 'ATI PROBOL

H.A UL PRIHANJOKO




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 297 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 Mg 2022

Kabupaten Probolinggo adalah salah satu kabupaten yang masa jabatan
Kepala Daerah nya akan berakhir di Tahun 2023. Namun, Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang mengamanahkan pelaksanaan pemilu Kepala Daerah
serentak secara nasional pada Tahun 2024. Karenanya, di Tahun 2023 hingga
terpilihnya Kepala Daerah melalui pilkada serentak 2024 akan ada masa transisi
dimana Kepala Daerah dijabat oleh Pj. Kepala Daerah yang tidak memiliki visi-misi
tersendiri. Walaupun demikian, untuk keberlanjutan pembangunan tetap
dibutuhkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang bisa menjadi
acuan perencanaan pembangunan tahunan di periode transisi. Karenanya,
diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru,
yang mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan
Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang digunakan oleh Pj. Kepala
Daerah sebagi pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 yang diselaraskan dengan
pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta
Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan digunakan sebagai landasan

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta alat evaluasi kinerja Perangkat
Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.




Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan
dokumen perencanaan jangka menengah daerah di masa transisi saat masa jabatan
Bupati Probolinggo berakhir di Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Probolinggo serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten
Probolinggo Tahun 2024-2026 yang berlaku selama kurun waktu tiga tahun dan
menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, 2025
dan 2026. Dokumen Renstra ini memuat Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah
Kebijakan, Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan serta Penetapan Indikator
Kinerja pada tahun rencana 2024-2026.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat
memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sehingga mampu mengakomodir
kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, perangkat daerah yang lain, dan

juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan.
'/ ATI PROB IZNGGO
H. UL PRIHANJOKO




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 22 TAHUN 2023
TANGGAL : 02 MEI 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pada Pasal 272-273, Rencana Strategis yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program,
dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 1 ayat 29,
Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Kabupaten Probolinggo adalah salah satu kabupaten yang masa
jabatan kepala daerahnya akan berakhir di tahun 2023. Namun,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
mengamanahkan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara
nasional pada Tahun 2024. Karenanya, di tahun 2023 hingga terpilihnya
kepala daerah melalui pilkada serentak tahun 2024 ada masa transisi di
mana kepala daerah dijabat oleh pejabat kepala daerah yang tidak
memiliki visi-misi tersendiri. Namun demikian, untuk keberlanjutan
pembangunan tetap dibutuhkan dokumen rencana pembangunan
jangka menengah yang bisa menjadi acuan perencanaan pembangunan
tahunan di periode transisi tersebut. Karenanya, diterbitkan Instruksi
Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan
Daerah Otonom Baru. Inmendagri tersebut mengamanatkan agar
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Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan
Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota sedangkan Perangkat
Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD)
Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Probolinggo menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026
sebagai acuan perencanaan pembangunan tahunan di periode transisi
tersebut agar program dan kegiatan tetap berjalan berkelanjutan.
Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo berpedoman pada Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 yang disusun
dengan memperhatikan kesesuaian Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah
Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2005-2025.

Dan selanjutnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 akan menjadi
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya
selama kurun waktu tiga tahun kedepan. Penyusunan Renja
berpedoman pada Renstra terkait dengan penyelarasan sasaran dan
prioritas pembangunan daerah serta program kegiatan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. Renstra yang merupakan penjabaran
dari RPD tersebut memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi

setiap Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 didasarkan
pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita
Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah
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10.

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifkasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi,
Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada
Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Probolinggo;

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo

Nomor 1 Tahun 2022;



28.

29.

30.

Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM
Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2023 taentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun
2024-2026 adalah sebagai berikut:

1.

Memberikan arah dan pedoman bagi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana
Kerja (Renja) tahun 2024, 2025 dan 2026 sekaligus menjadi acuan
dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah;

Menyediakan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup
gambaran kinerja, permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah
sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

Menjabarkan gambaran tentang kondisi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus
memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten

Probolinggo periode tahun 2024-2026;



Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun
program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Penanggulangan
Bencana Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan,
program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu
tiga tahunan;

Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi
guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun

waktu satu sampai tiga tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra)

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024-2026 antara lain:

1.

Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten
Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 3
tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung
jawab yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo;

Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dalam mendukung tujuan dan sasaran
Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2024-2026;
Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk kurun waktu
tahun tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai
dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB VII
BAB VIII

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

TUJUAN DAN SASARAN

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
PENUTUP



BAB 11

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2010 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo. Sesuai Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan dalam BAB XXIX pasal
412 pada ayat (1) bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah
merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah
dibidang penanggulangan bencana yang dipimpin oleh Kepala Badan
yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dan pada ayat (2)
disebutkan bahwa Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mempunyai tugas:

a. Menyusun pedoman dan  pengarahan  terhadap  usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi;

b. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan,;

c. Menyusun dan menginformasikan peta rawan bencana;

d. Menyusun prosedur tetap penanganan bencana;

e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat
dalam kondisi darurat bencana;

f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;



g.

Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lain

yang sah dan tidak mengikat;

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) mempunyai fungsi:

a.

Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD), terdiri dari :

Kepala Badan;

Kepala Pelaksana BPBD;

Unsur Pengarah, terdiri dari:

1. Instansi;

2. Profesional/Ahli.

Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi Kelompok
Jabatan Fungsional;

Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional;

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional;

Kelompok Jabatan Fungsional;

UPT.

Kepala Badan membawahi Kepala Pelaksana BPBD dan Unsur

Pengarah. Unsur Pengarah adalah unsur yang terdiri dari Instansi dan

Tenaga Profesional/Ahli berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Badan. Kepala Pelaksana BPBD berkedudukan dibawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh
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seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Pelaksana BPBD.

Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. Sub
Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris. Kelompok Jabatan Fungsional
bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Administrator yang
memiliki keterkaitan dengan pelaksana tugas jabatan fungsional.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud bertanggung-
jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD. UPT dipimpin oleh Kepala UPT
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyusun
kebijakan, mengoordinasikan  penyelenggaraan  penanggulangan
bencana daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan mempunyai
fungsi:

a. Perumusan bahan kebijakan dan pemantauan penyelenggaraan
kegiatan penanggulangan bencana;

b. Perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup
pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta
rekonstruksi;

c. Perumusan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-
undangan,;

d. Pelaksanaan pengoordinasian dan pembinaan terhadap segala
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana
daerah;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan

saran kepada Kepala Badan dalam rangka penyelenggaraan
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penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada pada ayat (1), Unsur Pengarah mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

b. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan
penanggulangan bencana daerah;

c. Pelaksanaan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan

bencana daerah.
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Pelaksana BPBD

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas memimpin pelaksanaan
penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, saat tanggap
darurat dan pasca bencana serta menjalankan tugas dan fungsi Kepala
Badan sehari-hari. Dalam melaksanakan tugas Kepala Pelaksana BPBD
mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi, perencanaan, ketatausahaan,
keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

b. Pemberian dukungan teknis, administratif dan operasional
Pelaksanaan Penanggulangan Bencana;

c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

d. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan
korban bencana dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib
membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk
tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan
penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain
yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerah. Satuan Tugas
sebagaimana dimaksud bertanggungjawab langsung kepada Kepala

Pelaksana BPBD.
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan,
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi,
pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris

mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan,
evaluasi rencana program dan kegiatan;

b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan
kegiatan;

d. Pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi
dan tatalaksana;

e. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi
umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan,
kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan
dan dokumentasi;

f.  Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan
evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);

g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan,;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana

BPBD.

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan
kepegawaian;

b. Pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan
rumah tangga dan barang milik daerah;

c. Penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan,
kearsipan dan dokumentasi;

d. Penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan

peningkatan sumber daya manusia;
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e. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;

f.  Penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan
ketatalaksanaan;

g. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan
kepegawaian;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/
anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana
program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah;

d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;

e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;

f.  Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi
keuangan;

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan
keuangan;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas
mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan,
mitigasi, kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat pra bencana
serta pengurangan resiko bencana. Dalam melaksanakan tugas, Kepala
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan

kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko bencana;
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Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta pengurangan resiko
bencana;

Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait
dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pra bencana serta
pengurangan resiko bencana,;

Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat pra bencana serta
pengurangan resiko bencana;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana

BPBD.

2.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kedaruratan dan

Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, mempunyai tugas

mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan

bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Dalam

melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

mempunyai fungsi:

a.

Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

Pelaksanaan komando penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat;

Pelaksanaan kerjasama dibidang penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan
logistik;

Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan dibidang penanggulagan bencana pada saat tanggap
darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana

BPBD.
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2.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas

mengoordinasi dan melaksanakan kebijakan dibidang Rehabilitasi dan

Rekonstrusi penanggulangan bencana pada pasca bencana. Dalam

melaksanakan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

mempunyai fungsi:

a.

Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada
pasca bencana;

Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang
penanggulangan bencana pada pasca bencana;

Pelaksanaan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait
dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan dibidang
penanggulangan bencana pada pasca bencana;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana

BPBD.

2.1.10 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kelompok Jabatan

Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan
jenis Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan bidang
keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis
beban kerja.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan
fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi
Jabatan Administrator.

Sub  Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas
membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
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pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan
uraian fungsi.

e. Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4)
ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

f.  Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pejabat Tinggi
Pratama atau setingkat eselon IIb atas usulan Pejabat Administrator
melalui surat tugas.

g. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
414 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagaian
tugas Kepala Pelaksana BPBD sesuai dengan keahlian.

h. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.

i. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati dan
bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

j-  Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

k. Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2.1.11 Tugas Pokok dan Fungsi UPT

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas
dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1)
huruf i, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Probolinggo sebagimana Peraturan Bupati
Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

dapat dilihat pada bagan dibawah ini :
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LAMPIRAN XXVIII PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR
TANGGAL

14 TAHUN 2022
18 MEI 2022

GAMBAR 2.1 STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENANGGULANGAIN BENCANA
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FUNGSIONAL
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I I
SEKRETARIAT
[ I 1
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KESIAPSIAGAAN LOGISTIK REKONSTRUKSI
[ [ I
SUBKOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR DAN
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JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL
UPT

]
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2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga
perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya
merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan,
baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih
beroperasional maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan
tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya
berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber
daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional
dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada

Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sesuai
dengan struktur organisasi terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretaris,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Pejabat
Fungsional, Staf PNS, Pegawai Tidak Tetap, Pusdalops dan TRC.
Adapun Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sebanyak 61

orang, terdiri dari:

Tabel. 2.1
Jumlah Pegawai BPBD

No. Uraian Jumlah
1 2 3
1. | Berdasarkan Jenis Kelamin :
- Laki-laki 52
- Perempuan 9

2. | Berdasarkan Status Kepegawaian :

- PNS 15
- Pegawai Tidak Tetap 10
- Pusdalops 16
- TRC 20
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1 2 3
3. | Berdasarkan Jenjang Pendidikan :
- S52 9
-S1 18
- D3/DIV 2
- SMA/SMK 30
- SMP
-SD

4. | Berdasarkan Jenjang Eselon :

- Eselon II 1
- Eselon IIl.b 4
- Eselon IV /Pejabat Fungsional 5
- Staf PNS/Non Eselon 51

5. | Berdasarkan Pangkat/Golongan :
- Pembina Utama Muda

- Pembina

- Penata Tingkat I

- Penata

- Pengatur Tingkat I

= = b~ 1 W~

- Pengatur

Sumber Data : Data Kepegawaian pada BPBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Kondisi Sarana dan Prasarana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Probolinggo yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 27 Kota
Probolinggo memiliki 3 (tiga) bangunan utama dan 1 (satu) mushola
dengan total luas bangunan 90% dari luas tanah yang ada. Sementara
itu, untuk sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo sebagai
peralatan pendukung tugas fungsi organisasi dalam kondisi baik

adalah sebagai berikut:
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Tabel 2.2

Jumlah Asset yang dimiliki BPBD

1 2 3

1 A.C. Split 1

2 A.C. Window 21
3 Alat Kantor Lainnya 2

4 Alat Keamanan Lainnya (dst) 83
5 Alat Khusus Meteorologi 4

6 Alat Khusus SAR ( Search And Resque ) 38
7 Alat Komunikasi Radio ssb Lainnya (dst) 1

8 Alat Komunikasi Radio UHF Lainnya (dst) 3

9 Alat Laboratorium Lain-lainnya (dst) 21
10 | Alat Pelindung Lainnya (dst) 47
11 | Alat Pemadam Kebakaran Lainnya 20
12 | Alat Pembantu Kebakaran 33
13 | Alat Pemadam/Portable 6

14 | Alat Pengangkat Lainnya (dst)

15 | Alat Penghancur Kertas 2

16 | Alat Rumah Tangga Lain-lain 13
17 | Alat SAR lainnya 10
18 | Alat Ukur Universal Lainnya (dst) 1

19 | Bak Truk Logistik 1

20 | Bangku Tunggu 4

21 | Battery Charger (Peralatan Studio Audio) 1

22 | Brandkas 1

23 | Buffet Kaca 2

24 | Camera Electronic 3

25 | CCTV - Camera Control Television System 1

26 | Dayung 10
27 | Display 1

28 | External/Portable Hardisk 10
29 | Facsimile 2

30 | Filing Cabinet Besi 15
31 | Filing Cabinet Kayu )

32 | Focusing Screen/Layar LCD Projector 1

33 | Garu 10
34 | Genset 20
35 | Gergaji Chain Saw

36 | Global Positioning System
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1 2 3
37 | Globe 1
38 | Gordyin/Kray 20
39 | Handy Talky (HT) 28
40 | Helmet 15
41 | Katrol 1
42 | Kendaraan Dinas 2
43 | Kipas Angin 6
44 Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan 1

Ukur Tanah
45 | Kompor Gas (Alat Dapur) 2
46 | Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut 14
47 | Kunci Pas 14
48 | Kunci Pipa 7
49 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II
50 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III 4
51 | Kursi Kerja Pejabat lainnya 42
52 | Kursi Lipat 24
53 | Kursi Putar 23
54 | Kursi Rapat 42
55 | Kursi Tamu
56 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II
57 | Lampu
58 | Laptop 22
59 | Layar Film/Projector 1
60 | Lemari Besi/Metal 6
61 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 3
62 | Lemari Es 1
63 | Lemari Kaca 1
64 | Lemari Kayu 1
65 | Lemari Sorok 4
66 | Lensa Kamera 1
67 | Life Jacket 10
68 | Locker 1
69 | Loudspeaker 1
70 | Masker Debu 15
71 | Meja 1/2 Biro 6
72 | Meja Kerja Besi/Metal 25
73 | Meja Kerja Kayu 32
74 | Meja Kerja Pejabat Eselon II 3
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1 2 3
75 | Meja Operator 6
76 | Meja Panjang 2
77 | Meja Rapat 7
78 | Meja Rapat Pejabat Eselon II 3
79 | Mesin Absensi 3
80 | Mesin Bor Tanah 1
81 | Mesin Gergaji 10
82 | Mesin Kompresor 1
83 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 2
84 | Microphone 2
85 | Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) 1
86 | Mobil Tangki Air 6
87 | P.C Unit 17
88 | Pager 2
89 | Pakaian Panas/Lengkap 10
90 | Perahu Karet 3
91 | Peralatan Antena UHF Lainnya (dst) 3
92 | Peralatan Jaringan lainnya 2
93 | Peralatan Olahraga lainnya (dst) 1
94 | Peralatan Personal Komputer lainnya 9
95 | Perkakas Bengkel Service Lainnya (dst) 9
96 | Perkakas Pengangkat Bermesin Lainnya (dst) 1
97 | Perkakas Standard (Standard Tools) Lainnya (dst) 25
98 | Pesawat Telephone 1
99 | Pick Up 1
100 | Pompa Air 2
101 | Pompa Kebakaran/Portable 8
102 | Pompa Lainnya (dst) 4
103 | Pompa Tangan 4
104 | Portable Compressor 1
105 | Portable Generating Set 13
106 | Portable Water Pump 2
107 | Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)

108 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 30
109 | Rak Besi 10
110 | Rak Kayu 1
111 | Rambu-rambu Lalin Darat lainnya 40
112 | Rambu Jalan 95
113 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) 1
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1 2 3
114 | Sekop 10
115 | Sepeda Motor 14
116 | Sepeda Motor Tril

117 | Server

2

3

118 | Slide Projector (Lapangan) 1
119 | Sound System 2
1

1

1

120 | Tablet Machine

121 | Tangga Aluminium

122 | Telephone (PABX)

123 | Televisi 10
124 | Tenda 17
125 | Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya) 11
126 | Tool Kit Box 7
127 | Tool Kit Set 18
128 | Treng Air/Tandon Air 20
129 | Truk Dapur 1
130 | Unit Tranceiver VHF Portable 16
131 | Utility Trolly 8
132 | White Board 3
133 | Wireless Amplifier 1

Sumber Data : SIMDA BMD pada BPBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2022

2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor
14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Badan
Penanggulangan Bencana Daerah telah menentukan arah kebijakan
yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh
Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia
dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

Persentase
Peningkatan 137.50

1 Jumlah Desa - - - 16,96% 17,54% 18,71% 19,88% 6,43% 18,71% | 25,73% 25,73% 37,93% | 106,67% 129,41%
Tangguh

Bencana

%

Persentase
Korban

o | Tertangani di - - - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
Kawasan
Terpapar
Bencana

Persentase

3. | Aktivasi . . . . 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% | 100% 100%
Pemulihan Dini

Pascabencana

Terselelenggara
nya Sistem 84.75
4. | Pelaporan yang - - - N/A 81 81 82 N/A N/A 68,65 74,25 N/A! N/A ’ by 90,55%
Akuntabel dan °
Tepat Waktu
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Persentase
Peningkatan
Desa Tangguh
Bencana

15,76%

16,67%

105,77%

Tingkat Waktu
Tanggap
(Response Time
Rate)

100%

100%

100%

Persentase
Aktivasi
Pemulihan Dini
Pascabencana

100%

100%

100%

Nilai SAKIP
Perangkat
Daerah

81

77,31

95,44%

Sumber : Data Capaian Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2022
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat
perubahan pada sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan
jangka menengah (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Adapun sasaran pada Perubahan Renstra Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Kebencanaan Daerah
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan
indikator :
1. Persentase Peningkatan Desa Tangguh Bencana

Dengan formula :

Jumlah Desa Tangguh Bencana
x 100 %

Jumlah Desa Rawan Bencana

Pada dokumen Renstra 2018-2023, jumlah desa rawan bencana
di Kabupaten Probolinggo adalah sebanyak 171 desa.
Penentuan 171 desa rawan bencana berdasarkan pemetaan
terhadap 6 jenis potensi bencana yang telah dikaji melalui
Penyusunan Kajian Kawasan Risiko Bencana yang disusun
pada tahun 2016. Sedangkan pada Perubahan Renstra
2018-2023 jumlah desa rawan bencana sebanyak 330 desa
berdasarkan pemetaan terhadap 9 jenis potensi bencana yang
merupakan hasil kajian pada saat Review Penyusunan Kajian
Resiko Bencana pada tahun 2018, sehingga perubahan
kwantitas jumlah desa rawan bencana ini berpengaruh pada
persentase tingkat capaian kinerja pada tahun-tahun
berikutnya. Pada awal penyusunan Renstra 2018-2023 yaitu
pada tahun 2018 realisasi kinerja indikator Persentase
Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana adalah sebesar
18,71% atau terdapat 32 destana yang terbentuk. Pada tahun
2019 sebesar sebesar 25,73% atau terdapat 44 destana yang
terbentuk, pada tahun 2020 tetap sebesar 25,73% karena pada
tahun tersebut tidak ada penambahan jumlah destana akibat
adanya recofusing anggaran yang digunakan untuk penanganan

dan penanggulangan Covid-19. Pada tahun 2021 sebesar
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29,24% atau terdapat 50 destana yang terbentuk dan pada
tahun 2022 realisasi indikator kinerja utama Persentase
Peningkatan Desa Tangguh Bencana sebesar 16,67% atau
terdapat 55 destana yang terbentuk. Secara persentase pada
tahun 2022 capaian kinerja mengalami penurunan dari 29,24%
di tahun 2021 menurun menjadi 16,67% di tahun 2022, hal ini
disebabkan karena perubahan pada jumlah desa rawan
bencana yang semula 171 desa menjadi 330 desa, namun secara
kwantitas jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar
105,77% yaitu dari 50 destana di tahun 2021 menjadi 55
destana di tahun 2022.

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Dengan formula :
Jumlah Bencana yang Tertangani

dalam Tingkat Waktu Tanggap
x 100 %

Jumlah Bencana

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi indikator
kinerja utama Persentase Korban Tertangani di Kawasan
Terpapar Bencana pada tahun 2018 hingga tahun 2022 tercapai
100%, artinya seluruh korban bencana telah mendapatkan
layanan kedaruratan dan logistik. Begitupula pada tahun 2022
realisasi indikator kinerja Tingkat Waktu Tanggap (Response
Time Rate) tercapai 100%. Dari 160 kejadian bencana sepanjang
tahun 2022, seluruh kejadian bencana telah direspon dan
ditangani dengan baik dan cepat dalam waktu kurang dari

24 jam.

Persentase Pemulihan Dini Pascabencana

Dengan formula :

Realisasi Kegiatan Pemulihan
x 100 %

Rencana Kegiatan Pemulihan

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi indikator kinerja
Persentase Aktivasi Pemulihan Dini Pascabencana pada tahun

2018 hingga tahun 2022 tercapai 100%.
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2. Meningkatnya Manajemen Kinerja Perangkat Daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur dengan
indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada tahun 2020 Nilai
SAKIP pada BPBD adalah 68,65 atau tercapai sebesar 84,75% dari
target nilai yang ditetapkan yaitu 81, tahun 2021 memperoleh nilai
74,25 atau tercapai sebesar 91,67% dari target nilai yang
ditetapkan yaitu 81, tahun 2022 memperoleh nilai 77,31 atau
tercapai sebesar 95,44% dari target nilai yang ditetapkan yaitu 81.
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2

3

4

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

BPBD

4.505.756.4
00

4.377.022.60
0

2.053.234.
905

5.390.165.
024

7.340.647.2
07

4.312.277.59
8

4.023.878.0
79

2.062.696.70
2

4.894.481.71
6

6.954.597.
873

95,71%

91,93%

100,46%

90,80%

94,74%

17.794.308.3
70

16.684.253.
670

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

928.257.40
0

945.837.000

1.013.661.
205

833.076.964

789.025.37
5

1.013.661.20
5

89,75%

83,42%

100,00%

2.887.755.60
5

2.635.763.5
44

Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

674.120.00
0

592.735.600

649.591.700

557.546.74
0

96,36%

94,06%

#DIV/0!

1.266.855.60
0

1.207.138.4
40

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur

171.690.00
0

49.750.000

168.558.800

48.561.497

98,18%

97,61%

#DIV/0!

221.440.000

217.120.29
7

Program
Peningkatan
Pengembang
an Sistem
Pelaporan
Capaian
Keinerja dan
Keuangan

118.749.00
0

55.700.000

113.916.500

52.980.000

95,93%

95,12%

#DIV/0!

174.449.000

166.896.50
0
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1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Program
Pencegahan
dan
Kesiapsiagaan

975.000.00
0

1.023.000.00
0

51.810.300

948.963.216

1.009.292.9
72

46.244.827

97,33%

98,66%

89,26%

2.049.810.30
0

2.004.501.0
15

Program
Kedaruratan
dan Logistik

1.117.165.0
00

1.275.000.00
0

801.391.70
0

1.103.174.09
6

1.191.471.4
95

821.391.700

98,75%

93,45%

102,50%

3.193.556.70
0

3.116.037.2
91

Program
Rehabilitasi
dan
Rekontruksi
Pasca
Bencana

520.775.00
0

435.000.000

186.371.70
0

494.996.322

375.000.00
0

181.398.970

95,05%

86,21%

97,33%

1.142.146.70
0

1.051.395.2
92

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintaha
n Daerah
Kabupaten/K
ota

3.870.072.
480

4.035.924.7
44

3.467.561.40
7

3.702.771.

691

89,60%

91,75%

4.677.257.42
9

4.208.115.7
45

Program
Penanggula
ngan
Bencana

1.520.092.
544

3.304.722.4
63

1.426.920.30
9

3.251.826.

182

93,87%

98,40%

2.181.037.03
7

2.077.285.5
45

Sumber Data: Realisasi Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2022, data diolah
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Berdasar Tabel.2.4 diatas dapat dilihat bahwa rasio antara
realisasi dan anggaran dari tahun 2018-2022 dapat dikatakan sangat
baik dan tercapai diatas 90%. Hal ini tidak lepas dari adanya dukungan
pimpinan dalam setiap penyelenggaraan program dan kegiatan. Meski
didukung oleh sumberdaya manusia, sarana prasarana dan peralatan
yang terbatas namun Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten
Probolinggo juga memaksimalkan fungsi pelaksanaan, koordinasi dan
komando dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan
bencana yang terencana, terpadu dan terkoordinasi.

Mekanisme pendanaan dari pemerintah daerah dalam
penanggulangan bencana telah disesuaikan dengan penyelenggaraan
penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah yaitu meliputi tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca
bencana. Namun demikian dari sisi pendanaan, alokasi anggaran
untuk penanganan dan penanggulangan bencana masih sangat
terbatas terutama anggaran untuk mitigasi bencana sehingga perlu
direview kembali mengingat kondisi alam akhir-akhir ini yang kurang

baik dan rentan terjadi bencana.
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal

yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana

tantangan dan peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam

mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Interal

a. Kekuatan

1.

Dukungan Kepala Daerah dan partisipasi stakeholder terkait
bencana.

Fungsi Pelaksanaan, Koordinasi dan Komando mendukung
penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana,
terpadu dan terkoordinasi.

Komitmen BPBD melaksanakan perubahan paradigma dan
reformasi dalam meningkatkan pelayanan Penanggulangan
Bencana

Kualitas penanganan bencana BPBD yang semakin cepat
responsif, cekatan tanggung jawab dan professional serta
didukung oleh TRC (Tim Reaksi Cepat).

Pusdalops BPBD sebagai Crisis Center Disaster dan Sarana
Pusat Informasi Kebencanaan

Komitmen Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha dan

masyarakat

b. Kelemahan

1.

2.

Kualitas dan kuantitas aparatur penanggulangan bencana
belum memadai

Terbatasnya anggaran yang tersedia di BPBD untuk kegiatan
penyelenggaraan penanggulangan bencana

Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana, sehingga sistem pengendalian,
monitoring dan evaluasi belum berjalan maksimal

Belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana

penunjang alat-alat rescue
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Analisa kebutuhan logistik belum memadai

Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam
menganalisa kebutuhan logistik terutama ketika terjadi
bencana

Gudang penyimpanan logistik belum memenuhi standar/
ketentuan BNPB

Kurangnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat
dalam pencegahan mitigasi pengurangan resiko bencana

saat sebelum, saat terjadi dan setelah bencana itu terjadi

2. Faktor Eksternal

a. Peluang

1.

Adanya  komitmen Kepala Daerah dalam wupaya
penyelenggaraan perlindungan warga dari bencana,
penanggulangan bencana secara tepat

Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang
kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan
untuk pengurangan risiko bencana

Adanya aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang
mendukung pengurangan resiko bencana

Berkembangnya  tekhnologi dan  inovasi dibidang
kebencanaan

Adanya peran serta masyarakat dan kerjasama dengan
dinas/instansi terkait serta lembaga non Pemerintah dalam

upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana

b. Tantangan

1.

Adanya perubahan iklim global yang sangat ekstrim dan
berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam sehingga
memerlukan perencanaan penanggulangan bencana
Luasnya cakupan wilayah Kabupaten Probolinggo dengan
beberapa yang dilakukan penanggulangan bencana dengan
potensi bencana yang beragam

Masih kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha
dalam upaya pengurangan risiko bencana

Terjadinya bencana yang tidak bisa diprediksi

Penurunan kualitas lingkungan
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas dan
fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14
Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Kepala
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Probolinggo mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana
daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Probolinggo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di
bidang penanggulangan bencana. Sebagaimana tugas dan
kewenangan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo memiliki fungsi memberi dukungan teknis,
administratif dan operasional pelaksanaan penanggulangan bencana;
mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan merumuskan
kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana

dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya ada beberapa
permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Probolinggo. Permasalahan ini telah teridentifikasi
sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

2

3

4

Wilayah Kabupaten
Probolinggo rawan
terhadap bencana
banjir, tanah
longsor, erupsi,
gempa, angin
kencang/puting
beliung dan
kekeringan (multi
resiko)

Belum adanya zonasi
dalam rangka
Pencegahan Dini dan
Penanggulangan
Bencana

Belum optimalnya
Pemantauan dan
penyebarluasan informasi
potensi bencana alam

Kurangnya Peningkatan
ketrampilan dan kualitas
penanggulangan bencana

Sosialisasi mitigasi
bencana alam dan sosial
belum tersebar merata di
daerah rawan bencana

Belum meratanya
pembentukan destana
terutama pada daerah
rawan bencana yang
tinggi resikonya

Pengembangan budaya
sadar bencana masih
kurang

Minimnya personil
terlatihnya satgas yang
ada

Belum terbentuknya
Forum Pengurangan
Risiko Bencana (FPRB)

Masih rendahnya
pemahaman pemangku
kepentingan terhadap
penanganan darurat
bencana

Belum terfasilitasinya
pemantauan dan
penyaluran bantuan
bencana alam

Belum adanya
pengelolaan gudang dan
logistik bencana yang
memadai

Kurangnya bintek
kedaruratan bencana

Belum tersedianya
sarana dan prasarana
yang memadai untuk
upaya komprehensif
dalam penanggulangan
bencana, baik upaya
rehabilitasi maupun
rekonstruksi wilayah
bencana

Masih adanya masyarakat
yang harus direlokasi dari
daerah rawan bencana

Belum siapnya lahan
relokasi bagi warga yang
terdampak bencana

Terbatasnya penanganan
pasca bencana dalam
upaya rehabilitasi dan
peningkatan sosial,
ekonomi dan budaya
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3

4

Belum terintegrasinya
pengurangan risiko
bencana dalam
perencanaan
pembangunan secara
efektif dan
berkesinambungan
serta Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Kebencanaan

Pentingnya
pengembangan sistem
informasi kebencanaan
sehingga bisa dijangkau
masyarakat luas

Kurangnya publikasi
informasi kebencanaan
terutama didaerah rawan
bencana (pemasangan
rambu-rambu bencana
masih terbatas)

3.2 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Dalam

rangka

penyelarasan

program

kerja

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dengan

sasaran pembangunan nasional dibidang penanggulangan bencana,

perlu adanya analisis terhadap renstra instansi vertikal yang dalam

hal ini adalah BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur.

3.2.1 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran
K/L (BNPB)

2 3 4 S
Terwujudnya - Kualitas dan - Terakomodirnya | - Masih
Kesadaran, kuantitas aparatur anggaran banyaknya
Kesiapan dan penanggulangan mitigasi jumlah
Kemampuan bencana di bencana penduduk yang
(pemerintah dan Kabupaten sebagai bentuk bermukiman
Masyarakat) Probolinggo belum kesiapsiagaan didaerah rawan
dalam upaya memadai dalam bencana
Penanggulangan menghadapi
Bencana melalui bencana
Peningkatan - Rendahnya
kapasitas pemahaman
ditingkat Pusat masyarakat
dan Daerah dalam

Pengurangan
Resiko Bencana
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2 3 4 5
Terwujudnya - Kurangnya sarana Kualitas Kurangnya
Sistem dan prasarana penanganan biaya untuk
Penanganan serta peralatan bencana BPBD penyediaan
Kedaruratan penanggulangan yang semakin sarana dan
Bencana yang bencana di cepat responsif, prasarana serta
Efektif melalui Kabupaten cekatan peralatan
Peningkatan Probolinggo tanggung jawab penanggulangan
Koordinasi dan bencana
Penanganan professional
Kedaruratan, serta didukung
Peningkatan oleh TRC (Tim
sarana dan Reaksi Cepat).
rasarana - Ketersediaan Pusdalops Pelatihan dan
Pendulkung, serta logistik belum BPBD sebagai endidikan
Peningkatan & . .. g pend

. L memadai Crisis Center kualitas SDM
Sistem Logistik Disaster dan Penanggul
ggulangan
dan Peralatan Sarana Pusat Bencana masih
Penanggulangan Informasi bertumpu pada
Bencana yang Keb A t
- ebencanaan paratur
Efek't1f dan Pemerintah
Efisien
- Gudang logistik Belum

belum memenuhi disusunnya

standar/ketentuan Perda

dari BNPB Penanggulangan

Bencana

Terwujudnya - Banyaknya lokus Dukungan Terbatasnya
upaya yang harus pendanaan dana untuk
Rehabilitasi dan diperbaiki atau maupun Rehabilitasi dan
Rekontruksi yang dibenahi sebagai bantuan Rekontruksi
lebih baik dampak terjadinya material dari Pasca Bencana
dibanding bencana sehingga Provinsi
sebelum bisa segera maupun BNPB
Bencana, melalui dimanfaatkan dan
peningkatan difungsikan
kapasitas kembali oleh
Perencanaan masyarakat
Rehabilitasi dan
Rekontruksi yang
Handal,
peningkatan
Koordinasi
pelaksanaan
serta Pengarus
utamaan
Pengurangan

Resiko Bencana
dalam Setiap
Kegiatan
Rehabilitasi dan
Rekontruksi
dalam Rangka
Pembangunan
berkelanjutan
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3.2.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan
Sasaran Provinsi

bencana yang
berimbas pada
minimnya
anggaran untuk
kebencanaan

2 3 4 )
Pengurangan Kurangnya Telah Terbatasnya
Resiko pemahaman tersusunnya dana mitigasi
Bencana masyarakat, Dokumen KRB sebagai upaya

aparatur dan sehingga tingkat pencegahan dan
stakeholder resiko wilayah kesiapsiagaan
dalam pada kawasan terhadap
Pengurangan rawan bencana bencana
Resiko Bencana alam sudah
teridentifikasi
Telah Masih rendahnya
tersusunnya kesadaran
dokumen rekon masyarakat
untuk 3 jenis terhadap mitigasi
bencana (banji, bencana
erupsi gunung Belum
bromo dan
tersusunnya
longsor) dokumen rekon
untuk 6 jenis
bencana
Penanganan Masih Penanganan Luasnya
bencana yang terbatasnya bencana kurang jangkauan
responsif koordinasi BPBD dari 60 menit wilayah dan
dengan instansi sejak mendapat infrastruktur
terkait dalam informasi yang kurang
penanggulangan terjadinya mendukung
bencana bencana sehingga
mengurangi
kecepatan dan
ketepatan dalam
penyaluran/pena
nganan bantuan
Minimnya jumlah Didukung oleh
personil yang TRC (Tim Reaksi
khusus Cepat) dan
menangani Pusdalops,
bencana aparatur BPBD,
instansi terkait,
koordinasi lintas
sektor, relawan
maupun destana
Adanya Mengoptimalkan
paradigma yang akurasi updating
meremehkan data

kebencanaan di
PUSDALOPS
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2 3 4 5

Mendorong - Minimnya - Dengan instansi - Adanya
pemulihan anggaran yang terkait paradigma
kawasan dialokasikan melakukan bahwa
terdampak pada kegiatan pendataan dalam pemulihan
pasca rehabilitasi dan menghitung kawasan
bencana. rekonstruksi jumlah korban, pembangunan
dampak maupun fisik telah

kerugian yang
diakibatkan
bencana sehingga
bisa dilakukan
penanganan
segera dengan
skala prioritas.

ditangani oleh
dinas terkait

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Urusan Pemerintahan
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan
yang ditinjau dari implikasi RTRW, dapat dilihat pada tabel dibawah
ini:

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari Implikasi RTRW

1 2

3

4

1. | RTRW khususnya pada
daerah yang berpotensi
rawan bencana sehingga
dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun ke depan dapat
mengurangi resiko bencana
di wilayah Kabupaten
Probolinggo.

Koordinasi yang
baik antar aparatur
solidaritas yang
tinggi antar
aparatur

Kompetensi SDM,
latar belakang
pendidikan aparatur
dan belum masifnya
sosialisasi
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Kawasan rawan bencana di Kabupaten Probolinggo merupakan
wilayah yang sering dan atau mempunyai potensi bencana alam.
Penetapan kawasan rawan bencana bertujuan untuk melindungi
manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam
maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia meliputi
rawan letusan gunung berapi, kawasan gerakan tanah longsor, rawan
banjir, daerah rawan abrasi pantai, dan rawan angin ribut. Wilayah
rawan bencana alam dan wilayah kritis merupakan wilayah yang
sering dan atau mempunyai potensi bencana alam. Beberapa wilayah
rawan bencana di

Kabupaten Probolinggo dapat diidentifikasi

diantaranya, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tabel Wilayah Rawan Bencana
Di Kabupaten Probolinggo

2 3 4 5
Letusan Sukapura, Sumber, Peraturan 1. Terdapat dua gunung
Gunung Wonomerto, Kuripan Daerah berapi yaitu Gunung
Berapi dan Tiris Kabupaten Bromo dan Gunung
Probolinggo Lamongan
Nomor 3 Tahun 2. Gunung Bromo
2011 tentang merupakan gunung api
Rencana Tata yang sering meletus
Ruang lemah, berupa letusan
freatik atau magmatik
tipe Stromboli. Material
yang diletuskan berupa
batu (pijar) dan
hembusan gas beracun
hanya terbatas
disekeliling kawah atau
dasar kaldera Lautan
Pasir.
3. Daerah rawan bencana
luas kurang lebih 7.887
ha
Gerakan 1. Tipologi Peraturan 1. Tingkat erosi tinggi,
Tanah Gerakan Daerah kawasan pantai dan
(Longsor) Tertinggi : Kabupaten tanah-tanah gundul di
Gading, Krucil, Probolinggo kawasan hutan lindung,
Lumbang, Nomor 3 Tahun serta kawasan yang
Pakuniran, 2011 tentang mempunyai kelerengan
Sukapura, Rencana Tata tanah lebih dari 40%.
Sumber, Ruang
Kotaanyar dan
Tiris.
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2 3 4 5
2. Kawasan Rawan 2. Daerah rawan bencana
longsor : luas kurang lebih
Krejengan, 32.423 Ha
Gading,
Kraksaan,
Besuk,
Pakuniran,
Paiton,
Kotaanyar,
Wonomerto,
Kuniran dan
Tiris
3. Rawan Gerakan
Tanah :
Lumbang,
Sukapura,
Sumber,
Kotaanyar,
Pakuiran,
Gading
Banjir Sukapura, Peraturan
Lumbang, Krucil, Daerah
Tiris, Kuripan, Kabupaten
Gading, Bantaran, Probolinggo
Sumber, Pakuniran, | Nomor 3 Tahun
Wonomerto, Paiton 2011 tentang
dan Tegalsiwalan Rencana Tata
Ruang
Abrasi Seluruh Kawasan Peraturan 1. Faktor yang
Pantai pesisir di Kabupaten Daerah mengakibatkan sebuah
Probolinggo Kabupaten pantai mengalami
Probolinggo abrasi, diantaranya
Nomor 3 Tahun yang sangat dominan
2011 tentang adalah ketahanan
Rencana Tata pantai dalam
Ruang menghadapi gelombang
air laut.

2. Salah satu ekosistem
pantai yang berperan
dalam menciptakan
ketahanan pantai
adalah keberadaaan
hutan mangrove atau
rawa di wilayah pantai

3. Daerah rawan bencana
luas kurang lebih
71,893 Km

Angin Lumbang dan Krucil Peraturan Daerah rawan bencana luas
Ribut dan Daerah kurang lebih 597 Ha

Angin Kabupaten

Puyuh Probolinggo

Nomor 3 Tahun
2011 tentang
Rencana Tata

Ruang
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Tabel 3.6
Luas Daerah Berdasarkan Kemiringan Tanah
Di Kabupaten Probolinggo

No. Kemiringan Luas Kawasan (Ha) Persen (%)
1. 0-2% 48.070,55 28,34
2. 2-15% 41.721,36 24,59
3. 15-40 % 20.968,52 12,36
4. > 40 % 58.856,22 34,69

Jumlah 169.616,65 100

Sumber : Profil Kabupaten Probolinggo Tahun 2021

Dari tabel 2.11 terlihat bahwa daerah yang memiliki tingkat

kemiringan tanah lebih dari 40 % cukup tinggi, yaitu seluas 58.856,22

Ha (34,69 %) dari seluruh luas daerah Kabupaten Probolinggo.

Diantara luas daerah yang memiliki kemiringan tanah > 40 % tersebut,

yang terluas adalah di Kecamatan Sumber yaitu seluas 11.979,66 Ha

(20,35 %) dan Kecamatan Krucil seluas 11.889,96 Ha (20,20 %).

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun

2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah juga telah diatur jelas

terkait ketentuan umum zonasi untuk kawasan bencana, diantaranya:

a. Zonasi untuk kawasan rawan longsor

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan

longsor sebagaimana dimaksud disusun dengan memperhatikan:

1.

Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik,

jenis, dan ancaman bencana,;

. Mengembalikan fungsi lindung pada hutan lindung melalui

sistem vegetatif dengan memperhatikan kaidah konservatif;

. Pengendalian pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor

dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara
pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah da-tau
rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana detail tata
ruang;

Dalam pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus
memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat risiko terjadinya

longsor dan daya dukung lahan/tanah;
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5. Tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu
fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat
kerawanan/tingkat risiko tinggi; terhadap kawasan demikian
mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan ditingkatkan
fungsi lindungnya;

6. Kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat
diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang
dengan persyaratan yang ketatpenentuan lokasi dan jalur
evakuasi dari permukiman penduduk;

7. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan
pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

b. Zonasi untuk kawasan rawan banjir
Untuk kawasan rawan banjir ketentuan umum peraturan
zonasi sebagaimana dimaksud disusun dengan memperhatikan:

1. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik,
jenis, dan ancaman bencana,;

2. Melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;

3. Pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan
perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung,
bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru;

4. Membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik
pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak
menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;

5. Penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman
penduduk;

6. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan
pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum,;

7. Penetapan batas dataran banjir;

8. Pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan
pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;

9. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan

permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

c. Zonasi untuk kawasan rawan abrasi pantai
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Untuk kawasan rawan abrasi pantai, ketentuan umum

peraturan zonasi sebagaimana dimaksud disusun dengan

memperhatikan:

1.

Pendekatan rekayasa struktur dengan cara sistem polder,

bangunan pemecah gelombang, penurapan;

. Pendekatan rekayasa non struktur dengan cara merehabilitasi

hutan mangrove di daerah pesisir.

. Zonasi untuk kawasan rawan letusan gunung berapi

Untuk kawasan rawan letusan gunung berapi,ketentuan

umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud disusun dengan

memperhatikan:

1.

Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan letusan
gunung berapi dilakukan dengan mencermati konsistensi
kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata

ruang kawasan strategis atau rencana detail tata ruang;

2. Menyediakan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana;

3. Dalam peruntukan ruang kawasan rawan letusan gunung

berapi harus memperhitungkan tingkat risiko;

4. Tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu

fungsi lindung kawasan rawan letusan gunung berapi dengan
tingkat risiko tinggi terhadap kawasan demikian mutlak

dilindungi dan dipertahankan fungsi lindungnya.
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Tabel 3.7

Arahan Ketentuan Perijinan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang, Disinsentif dan Arahan Sanksi pada Kawasan Rawan
Bencana Kabupaten Probolinggo

2 3 4 5 6
Rawan Pembangunan Dilarang Untuk daerah | Tidak
Bencana saluran melaksanakan yang sudah diberikannya
Banjir drainase dan kegiatan terbangun, sarana dan

kegiatan permukiman hendaknya prasarana
pencegah diadakan penunjang
bencana banjir. penyuluhan kegiatan
akan bahaya budidaya di
yang mungkin | kawasan
terjadi pada lindung.
masa yang
akan datang,
secara
bertahap dan
terencana
permukiman
dipindahkan.
Dilarang
melakukan
kegiatan yang
berdampak buruk
dan
mempengaruhi
kelancaran tata
drainase dan
penanggulangan
banjir lainnya.
Rawan Tertutup bagi Untuk daerah | Tidak
Bencana kegiatan yang sudah diberikannya
Erosi/Longsor permukiman, terbangun, sarana dan
persawahan, hendaknya prasarana
tanaman semusim | diadakan penunjang
dan kegiatan penyuluhan kegiatan
budidaya lainnya akan bahaya budidaya di
yang berbahaya yang mungkin | kawasan
bagi keselamatan terjadi pada lindung.
manusia dan masa yang
lingkungan. akan datang,
secara
bertahap dan
terencana
permukiman
dipindahkan.
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2 3 4 5 6
Rawan Pada zona Zona bahaya dan Untuk daerah | Tidak
Bencana waspada dan zona waspada yang sudah diberikannya
Gunung Api zona siaga di ditetapkan sebagai | terbangun, sarana dan

kawasan rawan | daerah tertutup hendaknya prasarana
bencana alam, | bagi permukiman diadakan penunjang
masih penduduk. Bila penyuluhan kegiatan
diperkenankan | terdapat akan bahaya budidaya di
adanya permukiman, yang mungkin | kawasan
budidaya yang | maka penduduk di | terjadi pada lindung.
bersifat kawasan ini masa yang
sementara, mendapat prioritas | akan datang,
pertanian pertama untuk secara
tanaman dipindahkan. bertahap dan
semusim dan terencana
tahunan. permukiman

dipindahkan.
Pada zona
siaga masih
diperkenankan
adanya
permukiman,

namun perlu
selalu waspada
dan siap
mengadakan
pengungsian
apabila
sewaktu-waktu
gunung berapi
menunjukkan
aktifitas yang
membahayakan
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Data spasial/peta potensi bencana skala kabupaten dapat

dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar. 3.1

Peta Kawasan Rawan Bencana
Di Kabupaten Probolinggo

SELAT MADURA

L Kabupaten %
b Lumsjang T “

NOPFTA 14

PHTAKAWASAN RAWAN BINCANG
KABLPATEN PROBOUINGG(

1FGENDA

rERARAY
e pasai
N S, Al g
o e Was
Nokdbaren Lot

RIWAYAT PETA

RENCANATATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2010 - 2024

PEMERINTAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

Sumber Data : RTRW Kabupaten Probolinggo
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3.3.2 Telaah Kajian Lingkugan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan
perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.
Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa
program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor
pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo ditinjau dari impikasi KLHS
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.8

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari Implikasi KLHS

No. TelaahTKLHS .terkalt Faktor Pendorong Faktor Hambatan
upoksi
1 2 3 4
1. | Pengendalian resiko Melibatkan berbagai Belum terbentuknya
bencana stakeholders dalam Forum Pengurangan
mengatasi lahan Resiko Bencana (FPRB)
kritis
2. | Peningkatan manajemen | Mengaplikasikan Terbatasnya anggaran
mitigasi bencana langkah-langkah dalam upaya
mitigasi dan adaptasi | meningkatkan mitigasi
perubahan iklim bencana
3. | Peningkatan Peningkatan
kesiapsiagaan berbasis kesadaran
masyarakat dan masyarakat akan
kolaborasi dengan pembangunan
pemerintah tingkat berkelanjutan
terendah seperti RT

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

diperhatikan

Isu-isu strategis

adalah kondisi

atau diprioritaskan dalam perencanaan karena

atau hal yang harus

dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu
kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan yang
apabila tidak diatisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang

besar atau sebaliknya.
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Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor

penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Probolinggo dan berdasarkan Telaahan Rencana Tata

Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu-isu

strategis dalam ruang lingkup pelayanan, beberapa tinjauan yang

dilakukan dalam upaya meningkatkan pelayanan pada Badan

Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo dapat dirumuskan

sebagai berikut:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a)

d)

Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi
dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang
kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;

Memulai upaya mitigasi bencana struktural dan non struktural
baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan
infrastruktur mitigasi bencana

Mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga-lembaga non-
pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi
bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu
ditingkatkan melalui kegiatan perencanaan kesiapsiagaan,
pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan
pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat
komunitas/masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai

dengan kemampuan sumberdaya tersedia

2. Bidang Kedaruratan dan Logistik

a)

Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan dan
pengerahan sumberdaya daerah untuk tanggap darurat bencana
yang cepat, efektif dan efisien;

Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan
prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan
mobilisasi sumberdaya daerah;

Mengkoordinir dalam penyelenggaraan penanganan korban
bencana pada saat terjadinya bencana, bersama-sama dengan
instansi terkait
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d)

e)

Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar
minimal sampai tingkat kabupaten termasuk dukungan
distribusi dan pengelolaan yang berkualitas;

Tingginya spesifikasi tekonologi peralatan kebencanaan, maka
diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan
peralatan kebencanaan secara berkesinambungan bagi BPBD;
Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan
distribusi logitik dan peralatan, sehingga perlu adanya
peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan, distribusi
untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat

bencana.

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:

a)

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing seksi bidang
pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
yang perlu ditingkatkan, serta peningkatan kapasitas
penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi
dan rekonstruksi pascabencana;

Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan
kerugian akibat bencana, dan metode pengkajian kebutuhan
pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan
kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang
penanganan darurat untuk logistic dan manajemen pengelolaan

penanganan pengungsi akibat bencana

51



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi
Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun
2023 dan Daerah Otonom Baru menyebutkan bahwa penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota perlu
memperhatikan kesesuaian Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sampai
dengan Tahun 2025. Karenanya, penyusunan RPD Kabupaten
Probolinggo Tahun 2024-2026 memperhatikan Visi, Misi, Sasaran
Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun
2005-2025. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan
pembangunan selama tiga tahun ke depan. Selaras dengan itu tujuan
dan sasaran pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah
(RPD) Kabupaten Probolinggo 2024-2026.

Tujuan dan Sasaran adalah tahap dimana dirumuskannya
sasaran strategis yang dapat menjadi prioritas tertinggi dalam
perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi
dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu untuk dilakukan
agar mencapai visi dan misi dengan melalui isu-isu strategis
daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran
merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang telah diukur sesuai
dengan kaidah perumusan sasaran yang sesuai dengan Kriteria
Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound, dan
Continously (SMART-C). Setiap sasaran memiliki indikator yang telah
terukur dan terarah secara fokus agar pencapaiannya secara efektif
dan efisien. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten Probolinggo 2024-2026 Badan Penanggulangan Bencana
52



Daerah masuk dalam Tujuan ke-1 yaitu “Menurunkan Kemiskinan,
Peningkatan Kualitas SDM dalam Suasana Masyarakat
Harmonis, Setara, Aman serta Tentram” dengan Sasaran ke-1 yaitu

“Meningkatnya Pelayanan Sosial Dasar dan Ketahanan Daerah”

Tujuan dan sasaran tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan
oleh Wakil Bupati Probolinggo akan diturunkan ke dalam tujuan dan
sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo dalam waktu 3 (tiga) tahun ke
depan. Berikut Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah
ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2024-2026
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Renstra 2024-2026

1. | T.1
Meningkatnya
Kapasitas
Daerah dalam
Menghadapi
Bencana

IS.1 Persentase
Peningkatan
Efektivitas
Pencegahan dan
Mitigasi Bencana

S.1 Meningkatnya 100% | 100% | 100%
Pelayanan
Kebencanaan

Daerah

IS.2 Tingkat Waktu
Tanggap (Response
Time Rate)

100% | 100% | 100%

IS.3 Persentase 100% | 100% | 100%
Capaian
Penanganan

Pascbencana

Meningkatkan Tata
Kelola Birokrasi
Perangkat Daerah

Persentase
Kenaikan LHE
AKIP Perangkat
Daerah

5%

5%

5%
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Berikut cascading yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan

Indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 disajikan :

Gambar. 4.1

Cascading Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo

Indeks Ketahanan Daerah

Persentase
Peningkatan
Evektivitas
Pencegahan dan
Mitigasi Bencana

Tingkat Waktu

Tangggap
(Response Time

Rate)

Persentase
Capaian
Penanganan
Pascabencana)

Program Penanggulangan Bencana

Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana




BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama tiga tahun ke depan
dalam wupaya mewujudkan tujuan dan sasaran pada Renstra
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

Tahun 2024-2026.

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan maupun sasaran
pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 sangat
tergantung pada strategi, arah kebijakan serta program pembangunan
yang dipilih. Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh
pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan
jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara
menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan
sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh
karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi
termuat di dalam penjabaran arah kebijakan dan program untuk
mencapai tujuan atau kondisi yang diinginkan dan dijanjikan oleh

Kepala Daerah di masa mendatang.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah
di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin
dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan
pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam
jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan
program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan
keterpaduan antara tujuan dan sasaran pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki strategi dan
arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 sebagaimana

dalam tabel di bawah ini :
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Tabel 5.1
Starategi dan Arah Kebijakan Renstra 2024-2026
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
T.1 S.1 Peningkatan 1.1 | Penguatan Kebijakan
Meningkatnya | Meningkatnya Upaya dan Kelembagaan
Kapasitas Pelayanan Pencegahan
Daerah dalam | Kebencanaan Kejadian Bencana
]1;[ enghadapi Daerah Optimalisasi 1.2 | Pengkajian Resiko dan

encana Layanan Perencanaan Terpadu
Penanggulangan
Bencana maupun
Upaya
Rehabilitasi
Pascabencana
1.3 | Pengembangan Sistem
Informasi, Diklat dan
Logistik
1.4 | Penanganan Tematik

Kawasan Rawan
Bencana

1.5

Peningkatan Efektivitas
Pencegahan dan Mitigasi
Bencana

1.6

Penguatan Kesiapsiagaan
dan Penanganan Darurat
Bencana

1.7

Pengembangan Sistem
Pemulihan Dini Bencana

Strategi berdasarkan tujuan dan sasaran di atas selanjutnya

menjadi pijakan dalam merumuskan program, kegiatan dan target

kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Probolinggo. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai

dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan strategi

dan arah kebijakan, maka disusun program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan dalam tiga tahun ke depan. Program dan kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sedapat mungkin harus

mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten

Probolinggo yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan

Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026.
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BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan
untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan
tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program
dan kegiatan. Program dan kegiatan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan
memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran
langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-
kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan
beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi
merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian

lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang
digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta
pencapaian hasil (outcome) sebuah program dan hasil (output) kegiatan.
Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh
mana pencapaian tujuan dan sasaran. Pada tebel 6.1 dibawah ini
memuat rencana program, kegiatan, indikator, target, kelompok
sasaran beserta pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman
bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Program yang
dituliskan dalam dokumen ini berdasarkan pada nomenklatur yang
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang
telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifkasi Dan Validasi
Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomeklatur Perencanaan

Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
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Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo

Meningkatnya Nilai SAKIP 74,25 77,50 3.815.000.00 77,75 3.965.000.00 78,00 3.980.000.00 78,00 3.980.000.00 BPBD
Kualitas Tata 0 0 0 0
Kelola
Pemerintah
Daerah
Meningkatkan Persentase Kenaikan LHE 5% 3.815.000.00 5% 3.965.000.00 5% 3.980.000.00 5% 3.980.000.00
Tata Kelola AKIP Perangkat Daerah 0 0 0 0
Birokrasi
Perangkat
Daerah

1.05.01.2.0 Perencanaan, Jumlah Dokumen 2 8 65.000.000 8 65.000.000 8 67.000.000 8 67.000.000
1 Penganggaran dan Perencanaan, Penganggaran | dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen
Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang
Perangkat Daerah Disusun dan Dilaporkan
Tepat Waktu
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20
1.05.01.2.0 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 2 2 35.000.000 2 35.000.000 2 40.000.000 2 40.000.000
1.01 Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat dokumen | dokumen dokumen dokumen dokumen

Daerah Daerah
1.05.01.2.0 | Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD - 3 10.000.000 3 10.000.000 3 10.000.000 3 10.000.000
1.02 Penyusunan Dokumen dan Laporan Hasil Koordinasi dokumen dokumen dokumen dokumen
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD
1.05.01.2.0 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan - 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000 3 5.000.000
1.04 Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil dokumen dokumen dokumen dokumen
Perubahan RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
1.05.01.2.0 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi - 4 laporan 15.000.000 | 4 laporan 15.000.000 | 4 laporan 12.000.000 | 4 laporan 12.000.000
1.07 Perangkat Daerah Kinerja Prrangkat Daerah
1.05.01.2.0 | Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen 1 1 2.703.876.92 1 2.897.122.59 1 2.899.122.59 1 2.899.122.59
2 Perangkat Daerah Administrasi Keuangan PD dokumen | dokumen 9 | dokumen 2 | dokumen 2 | dokumen 2
yang Dilaporkan Tepat
Waktu
1.05.01.2.0 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang - 18 orang 2.683.876.92 | 20orang 2.877.122.59 | 20orang 2.877.122.59 | 20orang 2.877.122.59
2.01 Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 9 2 2 2
Tunjangan ASN
Jumlah Penyediaan Gaji dan 14 bulan - - - - - - - -
Tunjangan ASN
1.05.01.2.0 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi 1 20.000.000 1 20.000.000 1 22.000.000 1 22.000.000
2.02 Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi dokumen dokumen dokumen dokumen
SKPD SKPD
Jumlah Koordinasi dan 12 bulan - - - - - - - -

Pelaksanaan Akuntansi SKPD
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20
1.05.01.2.0 Administrasi Umum Persentase Pemenuhan 100% 100% 233.227.000 100% 205.227.000 100% 203.227.000 100% 203.227.000
6 Perangkat Daerah Administrasi Umum

Perangkat Daerah
1.05.01.2.0 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan dan - 4 paket 70.964.600 4 paket 52.964.600 4 paket 50.964.600 4 paket 50.964.600
6.02 dan Perlengkapan Perlengkapan
Kantor Kantor yang Disediakan
Jumlah Penyediaan 12 bulan - - - - - - - -
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
1.05.01.2.0 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang - 1 paket 12.262.400 1 paket 12.262.400 1 paket 12.262.400 1 paket 12.262.400
6.05 Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan
Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Penyediaan Barang 12 bulan - - - - - - - -
Cetakan dan Penggandaan
1.05.01.2.0 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan - 12 150.000.000 12 140.000.000 12 140.000.000 12 140.000.000
6.09 Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat laporan laporan laporan laporan
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Penyelenggaraan 12 bulan - - - - - - - -
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
1.05.01.2.0 | Penyediaan Jasa Jumlah Pemenuhan Laporan 12 bulan 36 587.236.071 36 587.150.408 36 590.150.408 36 590.150.408
8 Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang laporan laporan laporan laporan
Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah
1.05.01.2.0 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan - 12 2.200.000 12 2.400.000 12 2.500.000 12 2.500.000
8.01 Menyurat Jasa Surat Menyurat laporan laporan laporan laporan
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20
Jumlah Penyediaan Jasa 12 bulan - - - - - - - -
Surat Menyurat
1.05.01.2.0 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan - 12 179.300.724 12 179.300.724 12 179.300.724 12 179.300.724
8.02 Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber laporan laporan laporan laporan
Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Penyediaan Jasa 12 bulan - - - - - - - -
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
1.05.01.2.0 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan - 12 405.735.347 12 405.449.684 12 408.349.684 12 408.349.684
8.04 Pelayanan Umum Kantor | Jasa Pelayanan Umum laporan laporan laporan laporan
Kantor yang Disediakan
Jumlah Penyediaan Jasa 12 bulan - - - - - - - -
Pelayanan Umum Kantor
1.05.01.2.0 | Pemeliharaan Barang Jumlah Barang Milik Daerah 52 unit 44 unit 225.660.000 47 unit 210.500.000 48 unit 220.500.000 48 unit 220.500.000
9 Milik Daerah Penunjang | Penunjang Urusan
Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah
Daerah dalam Kondisi Baik
1.05.01.2.0 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan - 34 unit 170.000.000 34 unit 150.000.000 35 unit 160.000.000 35 unit 160.000.000
9.01 Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, dan Pajak | Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Perorangan yang Dipelihara dan
Dinas atau Kendaraan dibayarkan Pajaknya
Dinas Jabatan
Jumlah Penyediaan Jasa 27 unit - - - - - - - -

Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas
Jabatan
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3

4

5

8

9

10

11

12

17

18

19

20

1.05.01.2.0
9.06

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara

9 unit

30.160.000

12 unit

35.000.000

12 unit

35.000.000

12 unit

35.000.000

Jumlah Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

24 unit

1.05.01.2.0
9.10

Pemeliharaan/Rehabilita
si Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

1 unit

25.500.000

1 unit

25.500.000

1 unit

25.500.000

1 unit

25.500.000

Jumlah Pemeliharaan/
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

1 paket

T.1
Meningkatnya
Kapasitas
Daerah dalam
Menghadapi
Bencana

1.3. Indeks Ketahanan
Daerah

0,6

0,61

1.630.000.00
0

0,62

1.760.000.00
0

0,63

1.830.000.00
0

0,63

1.830.000.00
0

BPBD

Kab.
Proboli

nggo

S.1
Meningkatnya
Pelayanan
Kebencanaan
Daerah

1S.1 Persentase Peningkatan
Efektivitas Pencegahan dan
Mitigasi Bencana

100%

540.000.000

100%

580.000.000

100%

670.000.000

100%

670.000.000

1S.2 Tingkat Waktu Tanggap
(Response Time Rate)

100%

100%

890.000.000

100%

950.000.000

100%

930.000.000

100%

930.000.000

1S.3 Persentase Capaian
Penanganan Pascbencana

100%

200.000.000

100%

230.000.000

100%

230.000.000

100%

230.000.000
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1.05.03.2.0 | Pelayanan Informasi Persentase Capaian 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 280.000.000 100% 280.000.000
1 Rawan Bencana Desa/Kelurahan Yang
Kabupaten/Kota Mendapatkan Pelayanan
Informasi Rawan Bencana
1.05.03.2.0 Penyusunan Kajian Jumlah Dokumen Kajian - 1 50.000.000 1 60.000.000 2 220.000.000 2 220.000.000
1.01 Risiko Bencana Risiko Bencana yang dokumen dokumen dokumen dokumen
Kabupaten/Kota Dilegalisasi
Jumlah koordinasi yang 3 kali - - - - - - - -
dilakukan
1.05.03.2.0 Sosialisasi, Komunikasi, Jumlah Orang yang - 50 orang 50.000.000 | 50 orang 50.000.000 | 50orang 50.000.000 | 50 orang 50.000.000
1.02 Informasi dan Edukasi Mendapatkan Sosialisasi,
(KIE) Rawan Bencana Komunikasi, Informasi dan
Kabupaten/Kota (Per Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Jenis Bencana) Kabupaten/Kota (Per Jenis
Bencana) Secara Tatap Muka
kepada Penduduk yang
Tinggal di Daerah Rawan
Bencana Sesuai Jenis
Ancaman yang Ada di
Kawasan Tempat Tinggalnya
Jumlah Desa Yang 2 lokasi - - - - - - - -

Mendapatkan Sosialisasi
Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Kabupaten/Kota (Per Jenis
Bencana)
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20
1.05.03.2.0 | Pelayanan Pencegahan Persentase Capaian 100% 440.000.000 100% 470.000.000 100% 390.000.000 100% 390.000.000
2 dan Kesiapsiagaan Desa/Kelurahan Yang

Terhadap Bencana Mendapatkan Pelayanan
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana
1.05.03.2.0 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Rencana - 1 150.000.000 - - 1 150.000.000 1 150.000.000
1.01 Penanggulangan Penanggulangan Bencana dokumen dokumen dokumen
Bencana yang Dilegalisasi
Kabupaten/Kota
1.05.03.2.0 Pelatihan Pencegahan Jumlah Warga Negara dan - 30 orang 80.000.000 | 30orang 80.000.000 | 30orang 90.000.000 | 30orang 90.000.000
1.02 dan Mitigasi Bencana Aparatur yang Mengikuti
Kabupaten/Kota Pelatihan Pencegahan dan
Mitigasi Bencana
Jumlah desa yang tercegah 5 desa - - - - - - - -
bencana
1.05.03.2.0 Pengendalian Operasi Jumlah Dokumen Hasil - 1 60.000.000 1 60.000.000 - - - -
1.03 dan Penyediaan Sarana Pengendalian Operasi dan dokumen dokumen
Prasarana Kesiapsiagaan | Penyediaan Sarana
Terhadap Bencana Prasarana Kesiapsiagaan
Kabupaten/Kota Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota
1.05.03.2.0 Penyediaan Peralatan Jumlah Penyediaan 36 unit - - - - - - - -
1.04 Perlindungan dan Peralatan Perlindungan dan
Kesiapsiagaan Terhadap Kesiapsiagaan Terhadap
Bencana Bencana
1.05.03.2.0 Pengelolaan Resiko Jumlah Kegiatan 7 kali - - - - - - - -
1.05 Bencana Pengurangan Risiko Bencana

Kabupaten/kota
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20
1.05.03.2.0 Penguatan Kapasitas Jumlah Kawasan yang 4 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000 1 100.000.000
1.06 Kawasan untuk Ditingkatkan Kapasitasnya kawasan kawasan kawasan kawasan kawasan

Pencegahan dan dalam Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan Bencana
Jumlah kawasan desa 4 desa - - - - - - - -
tangguh bencana yang
terbentuk
1.05.03.2.0 | Penangnanan Jumlah Pemenuhan 16 paket - - - - - - - -
1.06 Pascabencana Kebutuhan Dasar Korban
Kabupaten/Kota Pasca Bencana
1.05.03.2.0 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Rencana - - 2 180.000.000 - - - -
1.09 Kontijensi Kontinjensi yang Dilegalisasi dokumen
1.05.03.2.0 Pelatihan Keluarga Jumlah Keluarga yang - 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000 10 50.000.000
1.12 Tanggap Bencana Alam Mengikuti Pelatihan keluarga keluarga keluarga keluarga
Keluarga Tanggap Bencana
Alam
1.05.03.2.0 | Pelayanan Persentase Capaian Korban 100% 890.000.000 100% 950.000.000 100% 930.000.000 100% 930.000.000
3 Penyelamatan dan Bencana Yang Mendapatkan
Evakuasi Korban Pelayanan Penyelamatan
Bencana dan Evakuasi
1.05.03.2.0 Respon Cepat Darurat Jumlah Pusdalops dan TRC 36 orang - - - - - - - -
3.02 Bencana Kabupaten/ Penanggulangan Bencana
Kota yang Aktif
1.05.03.2.0 Pencarian, Pertolongan Jumlah Korban yang Berhasil - 7000 820.000.000 7000 830.000.000 7000 830.000.000 7000 830.000.000
3.03 dan Evakuasi Korban Ditemukan, Ditolong, dan orang orang orang orang

Bencana
Kabupaten/Kota

Dievakuasi Per Jenis Kejadian
Bencana
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3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20
Jumlah Operasional 36 kali - - - - - - - -
Pencarian, Pertolongan dan
Evakuasi Korban Bencana
yang dilaksanakan
1.05.03.2.0 Penyediaan Logistik Jumlah Korban Bencana yang - 100 70.000.000 100 120.000.000 100 100.000.000 100 100.000.000
3.04 Penyelamatan dan Mendapatkan Distribusi orang orang orang orang
Evakuasi Korban Logistik Penyelamatan dan
Bencana Evakuasi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
Jumlah Bahan Logistik yang 1 paket - - - - - - - -
Dibutuhkan Pada Saat
Darurat Bencana (Banjir dan
Longsor)
1.05.03.2.0 | Penataan Sistem Dasar Persentase Capaian Warga 0 100% 200.000.000 100% 230.000.000 100% 250.000.000 100% 250.000.000
4 Penanggulangan Yang Mendapatkan Layanan
Bencana Pascabencana
1.05.03.2.0 Kerja Sama antar Jumlah Dokumen Kerja Sama 0 1 50.000.000 1 60.000.000 1 70.000.000 1 70.000.000
3.03 Lembaga dan Kemitraan antar Lembaga dan dokumen dokumen dokumen dokumen
dalam Penanggulangan Kemitraan dalam
Bencana Penanggulangan Bencana
Kabupaten/Kota
1.05.03.2.0 Penanganan Pasca Jumlah Dokumen 0 2 150.000.000 2 170.000.000 2 180.000.000 2 180.000.000
4.06 Bencana Penanganan Pasca Bencana dokumen dokumen dokumen dokumen
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Melalui
Pengkajian Kebutuhan Pasca
Bencana (JITU PASNA)
Rencana Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana
(R3P)
JUMLAH 5.445.:00.00 5.725.(())00.00 5.830.(;)00.00 5.830.(())00.00
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BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo berlandaskan kepada tujuan dan sasaran
yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah
(RPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026. Indikator kinerja
yang tercantum di dalam RPD telah memperjelas kinerja yang akan
dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Probolinggo untuk tiga tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo
telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup urusan bidang
penanggulangan bencana dengan memperhatikan tugas dan fungsi
yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran didalam
RPD. Berikut Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD disajikan dalam
tabel berikut:

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja BPBD yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Probolinggo

1 2 3 4 ) 6 7 8

IT.1 Indeks
Ketahanan 0,60 0,61 0,62 0,63 0,63
Daerah

IS.1 Persentase
Peningkatan
Efektivitas
Pencegahan dan
Mitigasi
Bencana

IS.2 Tingkat
Waktu Tanggap
(Response Time
Rate)

IS.3 Persentase
Capaian
Penanganan
Pascbencana
Persentase
Kenaikan LHE
AKIP Perangkat
Daerah

- 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

- 100% 100% 100% 100%

5% 5% 5% 5% 5%
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BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 merupakan
dokumen perencanaan jangka menengah daerah di masa transisi
saat masa jabatan Bupati Probolinggo berakhir di tahun 2023.
Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah serta berpedoman pada RPD
Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 yang berlaku selama kurun
waktu tiga tahun dan menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024,
2025 dan 2026. Dokumen Renstra ini memuat Tujuan dan Sasaran,
Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program/Kegiatan dan
Pendanaan serta Penetapan Indikator Kinerja pada tahun rencana

2024-2026.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun
2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang
dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan
strategis di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Probolinggo sehingga mampu mengakomodir kepentingan
dan pelayanan terhadap masyarakat, perangkat daerah yang lain, dan
juga memberikan konstribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan.

Probolinggo, Maret 2023

KEPALA PELAKSANA
BADAN PE2E2sGGULANGAN BENCANA DAERAH
FSKAEITDAREN PROBOLINGGS

\‘-. = (
Ir. RACHMAD WALUYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630517 199103 1 008
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